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BUPATI ACEH TIMUR 

 
PROVINSI ACEH 

 

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 
NOMOR 34.a TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  

NOMOR 91.b TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

BUPATI ACEH TIMUR, 
 

Menimbang : bahwa sehubungan masih terdapatnya beberapa ketentuan 

dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Gampong yang perlu 

dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali, sehingga 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Gampong; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1092); 

2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103); 

3.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3893); 
4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5234); 
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6.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5495); 

7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor              

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 91.b TAHUN 

2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG. 
 

Pasal I 

 
  Ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 91.b) 
ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), 

sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 

   

Pasal 61 
 

(1)  Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 

SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai 
dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan 

nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam 

DPA. 



-3- 
 

(2)  Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 
(3)  Pencairan dana dari rekening kas gampong berdasarkan 

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah 

disetujui oleh Keuchik, hanya dapat dilakukan setelah 

mendapat persetujuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
dari Camat. 

(4)  Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. 

 
Ditetapkan di Idi 

pada tanggal   6     Mei 2019 M 

  1 Ramadhan 1440 H 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 

HASBALLAH BIN M. THAIB 
Diundangkan di Idi 

pada tanggal   6     Mei 2019 M 

  1 Ramadhan   1440 H 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 

M. IKHSAN AHYAT 
 

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 34.a 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 
NOMOR 34.a TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 

NOMOR 91.b TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN 
KEUANGAN GAMPONG 

 

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN ………………………………  

GAMPONG ……….. 
Jalan ……………………….. Kode Pos ….. 

 
 

RENCANA PENGGUNAAN DANA 
KECAMATAN ............................. 

GAMPONG ............... 

  
 

        
 

NO BIDANG KEGIATAN NAMA KEGIATAN 
SATUAN 

KEGIATAN 

TOTAL 
BIAYA 

KEGIATAN 

JUMLAH 
PENARIKAN 

DANA 
SEKARANG 

TOTAL 
PENARIKAN 

PER 
KEGIATAN  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa 

Kegiatan Penghasilan 
Tetap dan Tunjangan     

2. 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa 

Kegiatan Operasional 
Perkantoran     

3. 
Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

Kegiatan Pembangunan 
Plat Beton     

4. Bidang Dst ....... Kegiatan Dst ....... 
    

Jumlah     
   

Total jumlah penarikan (kolom 6) 
  

Total jumlah penarikan 

sebelumnya   

Total penarikan sampai saat ini 
  

 
 

  
.................., .............................. 20….. 

Mengetahui Dibuat Oleh 

Keuchik Gampong .................. Kaur Keuangan, 

       

       
..................................... ...................................... 

 
Di Verifikasi Oleh Mengetahui dan Menyetujui 

Sekretaris Desa ............... Camat ............................ 

 

       ......................................... .............................................. 

NIP. .......................................... NIP. ...................................... 

 

BUPATI ACEH TIMUR, 

 

ttd 

 
HASBALLAH BIN M. THAIB 

 


